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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelusuran yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya

serta hasil dari pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan
pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia adalah konstitusional.
Karena sebelum lahimya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi, institusi yang bertanggung jawab dalam
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah
Kepolisian dan Kejaksaan. Dan untuk menekan tindak pidana korupsi
tersebut maka pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagai lembaga negara yang bersifat independen.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibentuklah
suatu badan khusus guna memberantas tindak pidana korupsi. Badan

khusus tersebut yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).
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v Faktor-faktor tersebut yang  mempengaruhi pemberantasan tindak pidana
korupst oleh Komusi Pemberantasan Korupsi, antara lain:
| Penegakan hukum yang masih lemah;
2 Masih banyaknya tumpang tindih dan kurangnya kerjasama anatar

lembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Cad

. Banyaknya intervensi politik;
4. Budaya anti korupsi yang belum tumbuh dengan baik dalam
masyarakat;
B. Saran-saran
Penulis menvarankan beberapa hal terkait efektifitas pemberantasan
tindak pidana korupsi yang telah dibahas pada skripsi ini, antara lam:

|. Harus adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam hal pembagian
kewenangan antara seluruh instansi yang berwenang menangani tindak
pidana korupsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang
mengakibatkan tertunda ataupun berlarutnya perkara yang sedang
ditangani.

2 Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memberikan
kewenangan mutlak untuk menangani perkara tindak pidana korupsi tanpa
adanya campur tangan dari berbagai pihak (legislatif, eksekutif, dan
yudikatif).

Dan bahkan hendaknya penjatuhan pidana (Pasal 10 KUHP) terhadap

pelaku tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
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